BAB IV
STRATEGI WWF DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN REZIM RSPO

DI INDONESIA

Kelapa sawit sebagai penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan
non migas bagi Indonesia. cerahnya prospek komoditi minyak sawit dalam
perdagangan minyak nabati dunia telah mendororng pemerintah Indonesia untuk
méemacu péngembangan arédl péikebtinan Kelapa sawit. Bérkembangnya sub-
sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan
pemerintah yang dulu sangat mudah memberikan berbagai insentif; terutama
Keiitidahan dalam hal perijiian dan banfuan ifventasi unfuk pembangiinai
perkebunan rakyat dan swasta.

Pertumbuhan sub-sektor industri perkebunan kelapa sawit menghasilkan
maiifaat ekonomi yang penting namin pengembangan afeal pérkebunan kelapa
sawit ternyata menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap keberadaan hutan
tropis di Indonesia. hal ini terjadi karena pengembangan areal perkebunan kelapa
sawit titamaiiya dibangiii pada areal hurtan konversi. Koniveérsi hufan alaii tintuk
pembangunan perkebunan kelapa sawit terus berlangsung sampai saat ini.
Kegiatan konversi hutan untuk areal perkebunan kelapa sawit telah menjadi salah
safii Suimber pengrusakan (deforestas) hitan alam Indofiesia, dan sekaligus
menjadi ancaman keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem hutan
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satwa liar. Hal itu bertambah serius karena dalam prakteknya pembangunan
Kélapa sawit tidak hanya tefjadi pada kawasan hutaf Konversi, melaifikan jiiga
dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan di kawasan
konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai keanekragaman
hayati yaiig finggi.

Praktek konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa

sawit ternyata seringkali menjadi penyebab utama bencana kebakaran hutan dan

pembukaan lahan (land clearing) untuk membangun perkebunan kelapa sawit
dilakukan dengan cara membakar agar cepat dan biayanya murah. Sehingga
perisahaan Keélapa sawil tidak peéflii bersusah payah intuk membuka lahah
perkebunan kelapa sawit yang baru.!

Berita mengenai kerusakan hutan di Indonesia baik karena adanya
Kofiversi hifaii alam menjadi lahan perkebunan sawif hifigga fefjadifiya
kebakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perk’ébunan kelapa
sawit untuk memperluas luas lahan perkebunannya sampai ke negara Eropa.
Eropa kefiiidian mefyatakan sikap fégasnya mehgancaim memboikot eKSpor
minyak sawit Indonesia ke Eropa apabila Indonesia tidak mampu menangani
masalah tersebut. Eropa menyebut Indonesia sebagai green monster, karena
Iﬁd(’)iiééié melakiikan kefisakan hiitan yang safigat parah. Pemerifitali beftpaya

keras untuk memperbaiki citra minyak sawit Indonesia dan atas inisiatif WWF,

$'Manurung; Togn, Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Aricaman
Terhadap Hutan Alam, diakses tanggal 7 April 2011 dari
hutp://www.fahutan.s5.con/sept/SEPT004 HTM.
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Indonesia akhirnya ikut dalam RSPO dan menerapkan Prinsip dan Kriteria

sébagai Kesunggiihan Indonésia dalaim méngiirangi laju deforestasi hutan.

A. Langkah yang Ditempuh WWF dalam Mengurangi Emisi Karbon

AKibit Pérkebiiiian Keélapa Sawit

Adanya ketentuan menegenai mekanisme pengurangan emisi karbon yang
diakibatkaii tefiitainia oleh peimbiikaan lakan hifan unfuk pefkebunan baik dengan
cara penebangan liar maupun dengan cara pembakaran lahan seperti yang
tertuang dalam keputusan COP 13 yang menghasilkan mekanisme REDD, maka
WWF melakukan pefickanan dalani Kinefjaniya dalam pengurangan lahan hufan
yang dijadikan untuk perkebunan kelapa sa\;vit melalui suatu forum yang sudah
terbentuk terlebih dahulu yaitu RSPO dimana nantinya WWF berharap agar
mekanisme yafig fefbetik yaiti REDD dapat ditiiangkaii dalaiii RSPO ifil
sendiri.

HCVF sendiri sudah terlebih dahulu diadopsi oleh RSPO sebagai bagian
daii tata afuran yang berlakii dan dijalaikas oleh pafa afiggota-anggota RSPO.
Namun WWF lebih menghimbau kepada pemerintah Indonesia agar lebih

menjalankan konsep HCVF, karena WWF memandang kawasan hutan tidak

(value) yang dikandungnya. Untuk itu HCVF perlu untuk disinkronisasikan,
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pemerintah Propinsi, Kabupaten maupun perencanaan perusahaan untuk
méfiderong péinbangtinai kehiitanan dai perkebunan yang lestaii.*

Sebagai NGO lingkungan yang mempunyai cara kerja dengan NGO
internasional lain seperti Greenpeace, WWF tidak ingin menggunakan kampanye
langsing fetapi WWF ikit duduk bérsama pemefiiitah dan para pemangkii
kepentingan yang lain utntuk mencari solusi bersama dalam pelestarian
lingkungan. WWF ikut menjadi inisiator dibentuknya forum RSPO.

WWF iményoroti antara profif taking dan képediliai lifigKiingas dalaiii
pengelolaan perkebunan kelapa sawit, serta peran dan upaya WWZF-Indonesia
dalam mendorong terwujudnya Sustainable Palm Oil (SPO). Dalam pandangan
WWF, Piinsip dan Krifetia yang dihasilkan dalam foruii RSPO ifu Séfidifi
merupakan dorongan perubahan ke arah solusi terbaik dalam pengembangan
perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan dan WWYF bekerja berlandaskan
Konsep Sistainable Dévélopmént agai pembangiinan yang dilakikan oleh
Indonesia sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Terlebih lagi dengan isu
negatif dari perusahaan Sinar Mas dan Unilever yang mana kedua perusahaan
tersebit méripakan angpota RSPO. WWF téfiis béfipaya agar penéfapati Prinsip
dan Kriteria sebagai hasil RSPO akan lebih diadopsi oleh seluruh pemangku

kepentingan minyak kelapa sawit. Konsep “Cost for Business Opportunity”

62 Adopsi HCVF, diakses pada tanggal 5 April 2011 dari
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diadopsi dan diterapkan sebagai strategi untuk memenangkan pasar sekaligus

fitrut berkontribusi dalaii méijaga kKelestatian lingkiingan.®

B. Strategi Utama WWF dalam Melakukan Upaya Pelestarian Hutan
WWF berusalia uiituk fiieficapal tijuan Kofiservasi melalui seperangkat
strategi yang mencerminkan pandangan WWF dalam bekerja dengan seluruh
pihak terkait melaliii kefjasaiia dan Kemitfaan, WWF menyatakan baliwa uififiik
melakukan konservasi yang berkelanjutan (sustainable conservation), kebijakan-
kebijakan yang benar perlu dipegang teguh dan dijalankan dengan efektif. Oleh
karenia ini, lifia stfafégi utama WWF dalam bekéfja uifuk pelestarian alam
adalah :
1. Konservasi Berbasis Lapangan
Di lapaiigai ataii kawasah konservasi, WWF bekeétja défigan para
ilmuwan, masyarakat, pemerintah dan pengusaha untuk mengemabangkan
konservasi inovatif dan solusi mata pencaharian yang berdasarkan
penmanfaatah suimbefdaya yang ferpélihiara Séfta kealilian-keahlian
ekonomis. Pelajaran yang diterima disebarluaskan untuk meningkatkan
hasil ke skala yang lebih luas. Salah satu contoh kegiatan WWF dalam
menjalatikan konservasi berbasis lapangan adalah pelaksafiaan program

konservasi harimau Sumatera yang hampir punah akibat ekosistem yang




tidak terjaga yang diakibatkan oleh kerusakan hutan maupun perburuan

hafifat Suihatéia sendifi oléh iasyarakat 5

. Pemberdayaan Masyarakat

WWF pércaya petlindungan Keaiekaragaman hayati dah
pengentasan kemiskinan dapat berjalan beriringan. WWF meyakini
bahwa tercapainya pengelolaan sumber daya alam yang lestari sangat
fefgannifig pada Ketérlibatan masyarakat yag sadar akah bak dan
tanggungjawabnya, serta dukungan kebijakan yang mengatur pengelolaan
sumber daya alam dan kawasan konservasi secara adil. WWF bekerja
{ifitik imeningkatkan Keétahanan eKononii masyarakat, memperkuat
partisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk memperoleh hak-
hak sosial, mengamankan kelangsungan akses dan pemanfaatan sumber-
siinber alam di daéiah konservasi dan menibangiin Kapasitas di bidaig
keahlian mengelola sumber-sumber daya alam. WWF mendorong
masyarakat untuk menghasilkan produk-produk yang dibuat oleh bahan-
bahaii dai ¢afa-cara yaig rafiah lingkungad, dari pfoses ifdusti maupun
pemasaran. Salah satu contoh kinerja WWF adalah strategi pemberdayaan
masyarakat di Tesso Nilo, Provinsi Riau di arahkan kepada fasilitasi
pémandifiafn  fasyarakat dalaim peilindungan siniber daya ala,
pengelolaan sumber daya alam dan penguatan keorganisasian masyarakat.

Program perlindungan sumber daya alam diarahkan melalui partisipasi

propram WWF di Tesso Nilo, diakses pada tanggal 28 April 2011 dari



masyarakat dalam berbagai bentuk kajian, persetujuan dan kebijakan

inasyarakat dalain péslindiingan sufber daya alam. %

. Advokasi Kebijakan

Dalain kompleksiya §iftiasi politik dewasa ihi, Kebijakaii-
kebijakan lingkungan dan sosial yang kuat harus ditempatkan pada semua
level dan dilaksanakan secara efektif demi perlindungan keanekaragaman
hayati yaiig bérkesinambungait. Unfuk iti, WWF teris mélibatkan diri
dalam dukungan kebijakan dari tingkat pemerintahan di desa,
pemerintahan daerah, hingga tingkat propinsi, nasional dan internasional.
WWF jiiga békeérja dengan program Kofséivasi uUituk fiéijaimin
kebijakan-kebijakan pemerintah dan industri yang mendukung

keankearagaman hayati.

. Keterlibatan Dunia Usaha

Penriibahan dalaii praktek-praktek isaha adalah penting unfuk
kemajuan dalam menghadapi tantangan-tantangan konservasi seperti
pemanasan global dan menjamin kelangsungan pemanfaatan sumber-
simber alafi sepefti kayu, ikan, dan produk-prodik peértanian. WWF
terlibat dalam forum-forum para pengusaha seperti RSPO, Global Forest
Trade Network (GFTN), dan The Forest Dialogue (TFD). WWT juga

inendorong pemeriksaan investasi terpelihiata, untuk méndorong Standar
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lingkungan dan sosial yang tinggi, serta praktek-praktek terbaik dalam
institiisi Keuangan. Keéterlibatan WWF dalami RSPO, sébagai anggofa
RSPO WWF bertanggungjawab dalam melakukan perbaikan sektor
kelapa sawit menuju praktik yang ramah lingkungan. Keikutsertaan WWF
dalaii RSPO vang Keémiidian WWF diangkat meénjadi vice président dui
dalam kepengurusan RSPO membuktikan komitmen kuat WWF

mengenai pengembangan konsep sustainable development. Prinsip dan

oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Morotarium hutan yang
diajukan Greenpeace pun ditolak oleh WWEF, karena WWF lebih
méngiifamakan hasil COP 13 yang benipa skéma REDD dilaKiiKai
terlebih dahulu sebagai bentuk upaya penyeimbangan industri dengan
pelestarian lingkungan. Selain itu WWF mengedepankan reformasi
sekioral yang berbasiskas pada sumber daya alam sepeiti kehiitanai,
kelapa sawit, serta pulp and paper sangat krusial bagi terciptanya
pembangunan berkelanjutan. WWF berupaya mengembangkan praktik
pefigelolaan yang lestari atali best manageéffient practice, bishis yaiig
ramah lingkungan sekaligus juga memberikan manfaat bagi masyarakat
sekitar. WWF-Indonesia melalui suatu programnya yang bernama GFTN
(Global Forest Tiadé NéfwoikK) menawarkani fasilitas bagi pértisaliaan-
perusahaan pengelola hutan yang berkomitmen dalam mewujudkan

pengelolaan hutan lestari. GFTN juga menawarkan asistensi teknis proses
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keuntungan bagi perusahaan maupun masyarakat yang bergantung pada
hiifan, Hal ifa dilakiikan kaféefia meéniirif pengaimatan WWF bebérapa
perkebunan kelapa sawit masih diakitkan dengan pembakaran lahan saat
pembukaan lahannya, perusakan hutan bernilai konservasi tinggi dan

fméncéiari Siingai dan liibah dari pabrikaya.®

5. Keberhasilan usaha konservasi WWF bergantung pada kemampuan WWF
unfuk mémpengariihi pénibahan persepsi, Kepercayaan, peéngetalitian,
serta perilaku diseluruh tingkat sosial, pemerintahan, dan industri.
Departemen komunikasi WWF memastikan penckanan masalah-masalah
konseivasi dijalur itama media masa dan méndorong cara hidip
konsrvasi yang berkelanjutan serta mendukung keanekaragaman hayati
diseluruh lapisan masyarakat. Melalui komunikasi, WWF juga
memiidahkan masyarakat Indofiesia untuk secara aktif terlibat dalaini

pembuatan keputusan konservasi dan kegiatan konservasi di lapangan.

C. Prinsip dan Kriteria Hasil RSPO sebagai Solusi untuk Menghilangkan
Ancaman pemutusan kontrak sawit mentah atau CPO oleh Unilever
tefliadap produsen CPO Indoiiésia yaitu PT. SMART mémbiat pemérinfah

bekerja lebih keras dalam menertibkan para perusahaan yang melakukan

SSWWTF, upaya reformasi sektoral, diakses pada tanggal 10 April 2011 dari
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pelanggaran terutama dalam hal pembukaan lahan untuk kelapa sawit yang tidak
famah lingkipaii dan iméfusak hiitan alam yang ada di Suihatera, Kaliftiantai,
dan Papua. Ancaman pemboikotan dan bukti-bukti perusakan hutan yang diteliti
oleh LSM termasuk WWF membuat citra kelapa sawit Indonesia buruk.
Peiiolakan pasai Eropa teihadap minyak sawit Indofiesia memperparah keadaaii
tersebut.

Minyak sawit yang diproduksi harus memiliki berkelanjutan dan ramah
lingkunpan agar prodikiiya dapat ditetima oleli pasar interriasional dan Kasus
ancaman Unilever untuk memboikot sawit dari perusahaan sawit Indonesia tidak
akan terjadi lagi. Sertifikasi RSPO berperan untuk menjembatani antara negara
prodiseh dengan nepara konsimen tefkait pemeniihan isi lingkunpan. Tetjadinya
krisis keuangan global yang berdampak negatif pada perdagangan minyak sawit
mendorong produsen dan eksportir untuk melakukan berbagai perbaikan,
diantaranya adalah meningkatkan kialitas pfoduk dan menerapkan pengeélolaan
perkebunan sawit yang lestari serta mendapatkan sertifikat RSPO. Keuntungan
yang diperoleh perusahaan yang mempunyai sertifikat lestari tersebut adalah
meéningkatkan Kepércayaai pelaiiggati, Mmeningkatkan citfa périisahiaan,
meningkatkan daya daing, meningkatkan sistem kerja yang lebih baik dan
konsisten, serta dasar bagi peningkatan berkesinambungan.

Prifisip dafi Kiitefia Sustainable Pdli Oil (SPO) adalah afahafi yang
berharga bagi industri kelapa sawit lestari. Kata “lestari” tidak mengandung arti

baku (statis) akan tetapi dimaknai sebagai industri perkebunan harus melakukan
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adalah performa perusahaan yang menunjukkan keseimbangan antara ekonomi,
ekologi dan §osidl. Unfik it WWF meijadi pemirakarsa dibéntukiiya RSPO agar
perusahaan lebih menghargai konsep sustainable development serta, WWF
sebagai rezim juga menujukkan kepentingannya dan dedikasinya yang tinggi
terliadap pelestatian lingkungan. Indoiiesia fefitiiya sebagai pengaliasil minyak
sawit terbesar di dunia akan lebih bijak menerapkan Prinsip dan Kriteria RSPO
secara menyeleruh terhadap pernsahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada di
Indofiésia sendifl. Ancaman pemboikotan Uiilever fenniya dapat dijadikan
pelajaran berharga untuk menuju Indonesia yang lebih baik terutama dalam
industri perkebunan kelapa sawit. Dan penerapan Prinsip dan Kriteria dapat

dilakukah sécafa maksiivial.

D. Strategsi WWF Menerapkan Prinsip dan Kriteria RSPO pada
Perusahaan Keélapa Sawit di Indonésia

RSPO merupakan organisasi yang keangotaannya adalah multi-
stakeholder, termasuk di dalaimnya pengusaha perkebiiian kelapa sawit yaiig
berorientasi profit dan NGO yang lebih mementingkan aspek sosial dan
lingkungan daripada profit. Hal ini menjadikan RSPO sebagai organisasi
yaiig Uik daf fenunijukkai bahwa perbedaan ml§1 dan tujuai dari kediia
sektor tersebut bukan berarti bahwa keduanya tidak dapat bekerjasama. Justru

hal ini dijadikan momentum untuk saling bekerjasama dan berkontribusi
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bertanggungjawab dan berkelanjutan, tanpa menghilangkan karakteristik
itiasing-masing sekior.S’

Penerapan Prinsip dan Kriteria yang dilakukan oleh WWF di
perusahaan-perusahaan Indonesia sangat penting, terlebih kasus PT. SMART
meitibiiat WWF lebih menekaikan peilunya penerepan Pinsip dan Kritéria
yang dihasilkan dalam RSPO. Prinsip dan Kriteria dianggap penting karena
Prisip dan Kriteria dijadikan sebagai semacam guideline bagi produksi kelapa
SaWit léstari daf jiga merupakan tolak ukir bagi pérusaliaat vang beftjiian
untuk memproduksi kelapa sawit secara bertanggungjawab. Prinsip dan
Kriteria ini dikembangkan dengan melibatkan multi pihak termasuk produser,
tradé, fétailer, institusi pembiayaan dait NGO. Industti perkebunan diaralikai
secara lebih luas mempraktekkan kriteria RSPO, sehingga diharapkan dapat
mengkonservasi hutan yang berharga bagi manusia dan spesies terancam
punali, Menghindar pembakaran hiitan, menekan pencemaran lingkungan dai
konflik sosial.

Ketergantungan antara konsumen turunan kelapa sawit dengan
prodiikiiya misaliya perusahaan Unilever yang menggiinakan mifiyak Kélapa
sawit sebagai bahan utama membuat produk-produknya merupakan peluang
besar dalam mempengaruhi perusahaan-perusahaan penghasil minyak kelapa
sawit. Kéfergahfiingan iii yang diaibil WWF sebagai peluatig untik

menekan perusahaan-perusahaan tersebut melalui RSPO.

§7 L aporan komunikasi Liaison Office C-05, diakses pada tanggal 11 April 2011 dari
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Keuntungan kedua belah pihak antara produsen dan konsumen
terhadap indikator Sistginable Palni Oil (SPO) adalahi pihak produsei
(penghasil minyak kelapa sawit) akan mendapat harga tinggi dan pencitraan
yang bagus terutama dari pasar internasional jika melakukan SPO, begitu
jipa dengan konsuien yang menphasilkan produk fufifian dafi minyak
kelapa sawit pencitraannya akan bagus yang berimplikasi terhadap penjualan
yang cukup tinggi karena beberapa negara di Eropa juga menerapkan standar
yaiig Saiia Uiituk membeli minyak kelapa sawit yang tamah lingkiinigai

Penerapan Prinsip dan Kriteria dalam RSPO memang masih bersifat
global itu nantinya segera diturunkan menjadi Prinsip dan Kriteria yang lebih
aplikatif. Sehingga ké déepan diperlukan hal-hal seépéiti pérliinya Iitéipretasi
Nasional terhadap Prinsip dan Kriteria dalam SPO yang disesuaikan dengan
peraturan yang ada di Indonesia. Dengan demikian masukan dan dukungan
yaig diperlikan dalam penerapan Prinsip dain Kiiteria di Indonesia dapat
maksimal dam berdasarkan pada kondisi dari lapangan dari daerah ke

nasional dan selanjutnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. %

D.1 Program Kerja WWF dan RSPO di Indonesia

pertemuan khusus diadakan pada tanggal 21 November 2006 untuk menjelaskan




kepada para pemangku kepentingan mengenai tujuan dan kinerja RILO serta
lintik méndapatkan masitkan dai dikiingan dafi para pelaki Kiinci dalaimn industii
minyak sawit di Indonesia, khususnya Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI),
Gapki, WWF-Indonesia dan Sawit Watch.

Disuarakan oleh WWF-Indonesia pada bulan Oktober 2004, yaitu sételahi
pelaksanaan pertemuan RSPO ke-2 di Jakarta, RILO akhimya menjadi kenyataan
dengan dukungan dari pemerintah Negara Belanda melalui kerangka Trilatera
Pasthéiship aiitara lidonésia, Malaysia dan Belanda. Fungsi RILO difitaraiya
memberikan pelayanan kepada anggota RSPO di Indonesia (mailing, contact)
Komunikasi, termasuk kontribusi dalam menyediakan materi berbahasa
Indonésia pada websité RSPO, brosuf dan friésia elektronik atau ¢etak lainiya,
membina hubungan organisasi/institusi lain yang terkait, merekrut anggota baru
di Indonesia, mengatur pertemuan RSPO dan sesi dengan pemangku kepentingan
di Thdonesia, membantu dalaih pelaksanaan dafi moniforing Kemajuan proyek
RSPO di Indonesia, dan membantu dan memfasilitasi kerjasama antara
Partnership Market Access of Palm Oil dengan RSPO bila diperlukan.

" Desi Kusumadewj ditunjuk scbagai Linison Officer untuk mengatur
kegiatan RILO dan membantu RSPO-Secretary General dalam administrasi.
Pengelolaan dan penerapan kegiatan dan proyek-proyek yang diperlukan untuk
iénéapai tujuai RSPO di Idonesia.

WWF-Indonesia bersama RSPO juga membentuk suatu kelompok kerja

penerapan minyak sawit berkelanjutan di Indonesia yang bertujuan agar




penerapan Prinsip dan Kriteria sebagai hasil RSPO dapat berjalan dengan baik
daf program Kéija yang dibéntik unfuk Iidonesia ini diharapkan dapat
diimplementasikan dalam kebijakan mengenai pengelolaan perkebunan kelapa
sawit di Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi deforestasi hutan
yang sésuai dengan mekanisiie REDD dan keteiifuafi dafi HCVF sebagai dasar
acuan untuk mengangkat citra Indonesia yang sempat terpuruk akibat ancaman
pemboikotan ekspor CPO oleh Unilever. Program kerja yang mengatur mengenai
pélaksaniaait dan penefapan Prinsip dafi Kiiteria RSPO di Iiidoiiésia ini berdma
INA-NIWG (Indonesia National Interpretation Working Group).

INA-NIWG ini adalah kelompok kerja Indopesia untuk menyusun draft
sfiterpretasi nasional Prinsip dan Kiiteria mifiyak sawit berkelanjutani. Selanjutnya
draft interpretasi tersebut akan akan disempurnakan dan nantinya akan dikuhkan
dalam forum Executive Boards (EB) RSPO, kemudian diterapkan dan
dilaksanakan oleh pénigiisatia-pengiisatia kelapa sawit di Iidonesia.”

INA NIWG adalah kelompok kerja Ad Hoc yang dibentuk pada tanggal 11
Januari 2007 beranggotakan multistakeholder (pemangku kepentingan) bidang
agribisiiis kélapa sawit sepeiti Asosiasi terkait dengafi bidaiig agribisni§ kKelapa
sawit yaitu Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi
Industi Minyak Mentah Indonesia (AIMMI), dan Asosiasi Produsen
Oleschenical Tndofésia (APOLIN), LSM lifigkutiga seperfi WWEF-Indohesia,
Sawit Watch, dan The National Conservancy (TNC). Instansi pemerintah juga

terlibat dalam forum ini yaitu, Kementrian Lingkungan Hidup, Departemen




Pertanian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kehutanan,
Deépariciien Pérdagangan dan Peiiidiistrian, dan Badan Peftanahan Nasional
(BPN), serta dari perbankan seperti Bank Permata, Bank Mega, Bank Mandiri
dan Standard Chartered Bank.

Tugas itama kelompok iiil adalah menyusun interpretasi fagional untuk
Indonesia terhadap Prinsip dan Kriteria yang telali dikeluarkan oleh RSPO
melalui General Assembly 2 pada tanggal 24 November 2005 di Singapura.
Dokiiinen interpretasi nasional tefhadap Prinsip dan Kriteria RSPO yang melipufi
8 Prinsip dan 39 Kriteria adalah merupakan panduan penerapan produksi minyak
sawit berkelanjutan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku di
Républik Indoiesia.

Pembentukan INA NIWG dimotori oleh GAPKI (Gabungan Pengusaha
Kelapa Sawit Indonesia) melalui pertemuan yang dilaksanakan pada tanggall3
Noveiiiber 2006 di Hotel Millefiiifi Jakafta. Pefteinuan tersebut dihiadifi oleh
berbagai pemangku kepentingan (multistakeholder) industri kelapa sawit di
Ihdonésia, antara lain; GAPKI, KMSI, APOLIN, ATMMI, SawitWatch, WWE-
Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Departemen Pertanian.
Périeinuan tersebut inefighasilkai kesépakataii itk mendukuig feibeiitukiiya
INA NIWG dengan kesadaran bersama tentang pentingnya penyusunan dokumen
interpretasi nasional terhadap prinsip dan kriteria RSPO bagi Republik Indonesia
didalam mmenerapkan ptinsip dan Kiitefia produksi fminyak sawit yahg

berkelanjutan di Indonesia.
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Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mendukung
terbéntiikitya INA-NIWG déngaii kesadaran befsaima tentang penfingiya
penyusunan dokumen interpretasi nasional terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO
bagi Republik Indonesia didalam menerapkan Prinsip dan Kriteria produksi
mifiyak sawit vaiig berkelanjutan di Indonesia.

Pertemuan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 11 Januvar 2007 di
Plaza BII Menara 2, untuk pembentukan INA-NIWG secara formal. Dalam
pertémuan fersebut dipufuskafi térbéntiukiya INA-NIWG dedgan Stiukiif
organisasi yaitu Ketua di jabat oleh Daud Dharsono (Kabid. Penelitian dan
Lingkungan Hidup Gapki), Sekretaris Ismu Zulfikar (Gapki/PT SMART Tbk),
Rudi Luiifd dafi Sawit Watch sébagai ketua Bidang 1 (Périjifian, Hukiifi dai
Sosial), Dr Rosediana dari KMSI sebagai ketua Bidang II (Lingkungan & SDA),
Dr Darnoko dari PPKS sebagai ketua Bidang III (Teknis Kebun & PKS) dan
Steavénn Halin dafi Gapki Sébagai Ketua Bidang IV (EKonomi &
Ketenagakerjaan). Untuk memperkuat kelompok kerja dalam pembahasan prinsip
dan kriteria RSPO, maka INA-NIWG mengundang keterlibatan beberapa
stakeholder laififiya. Hifigga saat ini Keanggotaan INA-NIWG befjuimlah 55
orang yang berasal dari berbagai kalangan seperti GAPKI, PPKS, AIMMI,
APOLIN, KMSI, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank Mega, Bank HSBC, SCB,

Deéptan, Depdag, Déepefin, Dépnakeitrais, EKuin, BPN, BSN, WWF-Indoneésia,
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selanjutnya diterapkan di Indonesia untuk draft interpretasi nasional Indonesia

Pada tanggal 18 Juli 2008, RILO telah memprakarsai pertemuan antara
RSPO INA NIWG yang diketuai oleh Daud Dharsono dengan Anggota
Konsossiim Revisi HCV Toolkit Unfuk Indonésia. Pértemuan yang dilaksanaKai
di kantor PT SMART bertujuan untuk menjajaki kemungkinan pembentukan
suatu kelompok kerja yang akan membahas konsep-konsep manajemen dan
fohitoring HCV di pérkebunan kelapa sawit. Desi Kusumadewi, RILO,
membuka pertemuan dengan menjelaskan keterkaitan antara RSPO P&C dengan
Konsep HCVF yang telah diadopsi oleh RSPO khususnya pada kriteria 5.2 dan
7.3. RILO iéfiyaimpaikan hasil peftemiuaft afiggota RSPO Iadorniesia pada tafiggal
25 Juni 2008, di mana dalam pertemuan tersebut WWF Indonesia dan Tropenbos
mewakili Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, mengumumkan HCV
Toolkit Tidofiesia versi 2008, itk penggunaan yahg luas, tefmasuk unfuk
perkebunan kelapa sawit.

Anggota RSPO meminta agar ada HCV toolkit khusus perkebunan
Keélapa sawit untik digiinakan sebagai feferensi dalam penefapan RSPO P&C
kriteria 5.2 dan 7.3. Mengingat INA-NIWG juga telah menggagas pembentukan

HCV WG, maka RILO mencoba mempertemukan INA-NIWG dan Konsorsium

TRSPO-HCV, diakses tanggal 1 Mei 2011 dari



Revisi HCV Toolkit Indonesia untuk menjawab kebutuhan akan HCV Toolkit

Daud Dharsono, ketua RSPO INA-NIWG, menyampaikan walaupun
INA-NIWG telah selesai tugasnya, namun mengingat pentingnya HCV toolkit
uffilk Kelapa sawif, ternifama ufifik Indonésia, maka INA-NIWG ipgih
melanjutkan menggunakan wadah ini untuk menyusun HCV Toolkit kelapa
sawit. Beliau mengingatkan bahwa toolkit tersebut perlu mengakomodasi
péisyaratan mekanisitié Kompensasi HCV ufifuk Kebiin-kebiifi batu période Nov
2005-Nov 2007. Harapannya, HCV toolkit tersebut nantinya bisa menjadi HCV
toolkit nasional dan diakui oleh RSPO terkait penerapan RSPO P&C di
Idonésia.

Anggota konsorsium diwakili oleh Thomas Barano (WWF-Indonesia)
imefiyatakan baliwa HCV Tookit Révisi uiifuk Idenfifikasi ataupun Assessmeént
telah diselesaikan oleh tim konsorsium dan dipublikasikan pada Juni 2008. HCV
Toolkit 2008 merupakan Revisi dari Generic HCV Toolkit 2003 yang
dikeluaikai oleh FSC (Forést Steéwardship Couiicil} dan HCV Network.

Sehubungan dengan meluasnya penggunaan HCV dalam kegiatan non
Kehutanan maka Tim Konsorsium merubah istilah HCVF (Forest) menjadi
HCVA (Area). Gaty Paoli, afipgota Konsorsilifi, mefiyampaikan proses
penyusunan Revisi HCV Toolkit tersebut yang sudah berjalan selama kurang

lebih 2 tahun yang melibatkan berbagai stakeholder (lebih dari 300 orang terlibat
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kelompok kerja, yaitu kelompok kerja yang fokus pada isu lingkungan (HCV

tetap berkoordinasi dengan HCV Network agar mendapat pengakuan. "

Yana Suryadinata, anggota konsorsium, menjelaskan tentang HCV toolkit
Indoinésia versi 2008 dan péibedaantiya defigain versi 2003. HCV toolkit versi
2003 cenderung memberikan multi-interpretasi karena kandungannya yang
terlalu luas sehingga disusunlah versi baru (revisi) yang lebih praktikal. Didalam
dokiiinén révisi, istilah HCV (High Consérvation Valiié) ditérjéiiahkan dalam
bahasa Indonesia menjadi NKT (Nilai Konservasi Tingggi). Dokumen versi 2008
ini, belum memuat mengenai managemen dan monitoring HCV karena kegiatan
terdebiit akan distisun Sécara spesifik untilk pengguna Koiisep HCV teérsebiit
sebagai contoh sektor Perkebunan Kelapa Sawit.

Pertemuan yang dihadiri oleh 31 orang tersebut memutuskan
peiibéiifiikan  HCV-RIWG (HCV-RSPO Indoinésia Woiking Grolip) yang
beranggotakan RSPO INA-NIWG dan Konsorsium HCV Indonesia. Tugas utama
dari kelompok kerja ini adalah menyusun pedoman pengelolaan & pemantauan
HCV sektor perkebiinai Kélapa sawit dafi pedoman ekanisime Kompensasi HCV
untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit pada kawasan yang teridentifikasi
HCV dalam periode November 2005 sampai dengan November 2007.

Struktir orpanisasi dalaimi Keloimpok kefja ini adalah Kefua dijabat oleh
Dud Dharsono dari Gapki, wakilnya dijabat oleh Purwo Susanto dari WWEF-
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Pedoman Pengelolaan dan Pemantanan HCV yaitu Darmawan Liswanto dari
OCSP dan Kéfua Tiin Pedoman Mekanisme Kompénsasi HCV dijabat oleh Dwi
Asmono dari PT Sampoerna Agro. Dalam pertemuan ini juga memutuskan agar
ada keterlibatan pemerintah Indonesia dalam kelompok kerja ini khuslusnya
Dépaitemen Kehiifanaii dai Péftaiian,”

WWF sebagai rezim disini terlihat jelas perannya yang ikut aktif dalam
pembentukan program kerja RSPO di Indonesia. WWF menjadi fasilitator
sekaligiis iniSiator kegiatan RSPO di Indonesia. Langkah yang diambil WWF ifi
dalam keterlibatannya pada program kerja RSPO ini membuktikan bahwa WWF
merupakan rezim yang meletakkan kepentingannya pada pelestarian lingkungan
Vaiig berbasis pada Koiisep sustainidble developrient. WWF ihéfupakan NGO
yang lebih kooperatif dan bekerja secara bersama-sama dengan lembaga-lembaga
lain baik dari LSM lain, pihak pemerintah, perusahaan kelapa sawit dan RSPO
séndifi.

Program kinerja INA-NIWG dan HCVF INA-NIWG merupakan usaha
RSPO dalam imengimplementasikan Prinsip dan Kritéfia yang telah dikasilkan
sebelumnya oleh RSPO sendiri. Program kerja ini dilaksanakan oleh pemerintah
Indonesia dan juga oleh para pemangku kepentingan. Dengan adanya program
ketja ifii diiaia WWF juga berpetai aktif dalaim keloipok kefja ifii, diharapkan
para perusahaan sawit patuh dan menjalankan semua ketentuan yang sudah
disepakati, selain itu dengan adanya program ini perusahaan yang belum

beigabung dalaim RSPO dai mendapatkan sértifikat RSPO diharapkai nanfinya



mau bergabung dan mendapatkan sertifikat RSPO serta menjalankan aturan

sésiiai Prinisip dafi Kitétia RSPO.

D.2 Implementasi Prinsip dan Kriteria dalam Undang-undang yang
Bérlakii di Indonesia

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai
komitifiéh yang tinggi dalam pembangunan perkébunan kélapa sawit yaig
berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang
memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan sosial. Komitmen pemerintah
tétsebiit teililiat dalam berbagai aspek.

Pertama aspek dari aspek hukum.Untuk menyelenggarakan pembangunan
pertanian, termasuk pengembangan kelapa sawit, pemerintah telah menerapkan
peratiran dafi perundangan antara 1aif :

1. UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

2. UU No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan

3. Pefmentain No. 26 tahiii 2007 tenfang Pedoinan Peérjjifian Usaha
Perkebunan

4, Permentan No. 395 tahun 2005 tentang penetapan harga TBS (Tandan
Buah Ségar) pekeébuii

5. Permentan No. 33 tahun 2006 tentang program revitalisasi perkebunan

6. Permenkeu No. 117 tahun 2006 tentang pembiayaan revitalisasi
pefkebunaii dan biofuél
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8. PP No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan sumber daya air dan
pengendalian péficémaran ait

9. Kepmen No. 28 dan 29 tahun 2003 tentang pengkajian pemanfaatan air
limbah

10. SK Menferi Perfanian No. S517/Keépts./TP. 270/9/2002 itiengenai
pengawasan penggunaan pestisida

11. PP No. 74 tahun 2001 mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan
béracuil

12. PP No. 28 tahun 2002 mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial
tenaga ketja

13. Keputusan Menakertrans RI No. KEP. 261/MEN/X/2004 tentang
perusahaan wajib melaksanakan pelatihan kerja

14. Perimern LH No.11 taliin 2006 téntang jéhi§ fencafia usalia dan/atai
kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL

15. PP No. 74 tahun 2001

16. Perpres No. 5 tahiii 2006 tentang kebijakaii energi nasional

17. Inpres No. 1 tahun 2006 tentang Biofuel

18.PP No. 04 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan/atau
penceinaran lingkungai hidup yang berkaitan defigan KebaKaran hifan
atau lahan

19. Kepmen LH No. 141 tahun 2003 tentang baku mutu kendaraan bermotor
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21. Keputusan Menteri tenaga kerja No. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu
dan Kétja leibiir dan upah ketja lembiif
22. Keputusan Menakertrans RI No. 48/MEN/IV/2004 tentang cara
pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama
23. Képitienaikertrans No.Keo-16/MEN/2001 fefitanig cara penicatatan
sertifikat pekerja atau serikat buruh
24. Kepmen No. Kepts. 201/MEN/2004 tentang keterwakilan dalam
kéléiibagaaii hubingan indistial
25. Keputusan Menankertrans RI No. 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis
pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan / moral anak
26. Kepiménankeértians RI N6. 115/MEN/VIL/2004 téntang perlindungan bagi
anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat
Kesemua UU tersebut oleh WWF dan para angggota INA-NIWG
diimplemenitasikan dalai 8 Prinsip dad 39 Kriteria RSPO yang fertuanig dalain
kerangka kerja RSPO di Indonesia berupa draft interpretasi nasional.
Pengimlplementasian UU ke dalam Prinsip dan Kriteria untuk Indonesia ini tidak
16pas dafi peran WWF sébagai peinarkarsa dibentikiiya RILO yaiig Kefiiidiai
program Kkerjanya bernama INA-NIWG dan HCV-NIWG. Selain UU tersebut
juga didukung UU ataupun aturan lain yang berkaitan dengan pengaturan
Peikebiman Kélapa Sawit di [ndonesia. Tujuahi peniginiplémentasiai tersebut
adalah agar Prinsip dan Kriteria RSPO dapat dilaksanakan dengan baik oleh
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sawit lestari yang nantinya akan menghasilkan minyak sawit lestari yang ramah
lisigkuifigad.

Disamping itu, Menteri Pertanian juga mengeluarkan surat edaran kepada
Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk menghentikan sementara
péimaifaatait lahan gambut untuk pembangiinad kelapa sawit. Penghentiafi ini
sampai dihasilkannya kajian oleh Badan Litbang Pertanian tentang kelayakan
pengembangan kelapa sawit di lahan gambut.

Keédiia, pemerinitah liidonesia jiiga telah menétima konsép RSPO  dalaiti
pembanguan kelapa sawit. Dan pada bulan Mei 2008 RSPO Indonesia Liasion
Officer (RILO) telah menyetujui Prinsip adn Kriteria RSPO untuk Indonesia.
Eséiisi daifi RSPO adalah bagaiiana setiap penisahaan imeriérapkani Best
Management Practice (BMP) dalam mengelola perusahaannya. Menurut Desy,
Perwakilan RSPO Indonesia bahwa RSPO di Indonesia sudah banyak kemajuan.
Dafi 50 perisahaan perkebunan yang ada di bebefapa negara produsen Kelapa
sawit yang akan menerapkan RSPO, 30 diantaranya berasal dari Indonesia.

Saat ini Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di
diitiia dengan luas areal 6,78 ha dai prodiksi 17,37 jiita fon CPO. Kélapa sawit
mempunyai peran penting dalam perkonomian nasional. Disamping sebagai
bahan baku industri dalam negeri, juga komoditas ekspor utama. Pada tahun 2007
total ekspor CPO Indoneésia dan produk tuiuhannya sebesar 11,8 jiita ton defigan

nilai US $ 7.8 milyar. Mampu menyerap tenaga kerja langsung sebesar 3.3 juta

"Ditjenbun, komitmen pemerintah membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,
diakses taneeal 12 April 2011 dari



KK {(Kepala Keluarga). Pengembangan kelapa sawit juga mendorong
péngéiibanagn wildyah. Prospék péngémbangan Kélapa sawit ke dépan sangat
bagus, tidak saja untuk bahan baku minyak maklan, oleokimia, tapi juga
digunakan sebagai bahan baku energi (bio-fuel). Melihat prospek yang sangat
bagaiis tefsbut, péinetintah akan ferus mendofong pengeiribangan kelapa sawit
dengan menerapkan prinsip sustairable development seperti yang dikemukakan
oleh WWF.

Sélamia ini bérkémbang isu-isu térhadap pengémbangan Kelapa sawit di
Indonesia yaitu pengembangan kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi ata
kerusakan hutan, rusaknya keragaman bhayati dan berkurangnya habitat
Otaiipiitafi, gajah, harimai Sumatéra dan satwa lainnya, meningkatiya CO2
akibat pembukaan lahan dengan membakar, lingkungan rusak akibat
pemanfaatan lahan gambut yang tidak terkendali. Sedangkan kondisi objektif
pématifaatan lahan uthuk perkebiinan ddalah : lias kawasan hutaii 133,7 juta ha
(sekitar 40 juta ha rusak), hutan produksi yang bisa dokonversi (HPK) seluas
22,8 juta ha, pelepasan kawasan hutan 8,7 juta ha (pencadangan 4,0 juta ha dan
SK Pélepasan Kawasan Hiitan 4,7 juta ha). Total realisasi perkebunian dari
kawasan hutan dan APL seluas 4,3 juta ha. Dan total penerbitan HGU (Hak Guna
Usaha) dari kawasan hutan dan APL seluas 4,6 juta ha.”’

{sulan dari LSM terkait dengan banyaknya sorotan masyarakat terhadap
pengembangan kelapa sawit di Indonesia, beberapa NGO yang hadir dalam rapat

pembahasan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dari Greenpeace



mengusulkan agar dilakukan moratorium (penghentian sementara) pembanguna
Kelapa sawit di 1ahan hiuta atau mengkonversi aréal hutan untuk pengembaigan
kelapa sawit. WWF mengusulkan 40 juta ha hutan yang rusak jangan dijadikan
kebun sawit, tapi dikembalikan menjadi areal hutan. Dan untuk mengamankan
dan penpawasan perusahaan perkebunan dalam pemanfaatan areal untuk
pengembanga usahanya, WWF bersedia memfasilitasi pembuatan peta perkebuan
on-line, sehingga melalui peta ini mudah dikontrol pembukaan lahan apakah
siidah sesuai dengan pefizinaniya. Sawit Waich meingusulkani otonoii daérah
juga sangat berperan terhadap kerusakan hutan, karena banyak sekarang pejabat
bupati di daerah serampangan memberikan izin lokasi kepada perusahaan
péikebiinan. Uftuk ifu diusulkani agar Départemen Peéftaiiian bérpéran dalaiii
melakukan pengawasan atau merevisi UU Otonomi Daerah dalam pemberian izin
pemanfaatan areal hutan. Gapki mengusulkan agar para pelaku usaha perkebunan
kélapa sawit di Indoneésia saat ifii dapaf ménerima konsep RSPO dan akan
mengimplementasikannya dengan segera, mengingat Prisip dan Kriteria RSPO
diimplementasikan juga dalam UU yang berlaku di Indonesia agar
pélaksanaaniiya maksimal.

DMSI (Dewan Minyak Sawit Indonesia) juga mengusulkan mengenai
himbanan agar LSM dan NGO ikut aktif dalam menyuarakan kepada dunia
itefhasional fhelatii jarinpannya baliwa pemerintah Iidofesia bersama pelaku
usaha perkebunan sudah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam
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Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan NGO
terutaiia WWF dalam mengirangi dampak deforétasi hutan akibat pembiikaai
lahan untuk kelapa sawit diharapkan perkebunan sawit Indonesia kedepannya

akan lebih maju dan isu-isu negatif yang bermunculan dapat dihilangkan. Prinsip

memprakarsai dibentuknya forum tersebut diinterpretasikan ke dalam Undang-
undang Negara Indonesia, sehingga nantinya hasil RSPO menjadi norma yang
menpikat dan difefapkani oleéh para pefani dan pengusaha sawit yang ada di
Indonesia. Dengan demikian, pembangunan Indonesia lebih pro terhadap
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